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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
SIDOARJO 

0 

PBRATURAN DABRAH KABUPATB.lf DABRAH TINGXAT II SIDOARJO 

NOMOR 2 TAHUN 1995 


TBKTANG 

SUSUNA.lf ORGAKISASI DAM TATA KBRJA 


DIMAS PBRKBBU.lfAH DABRAH 

KABUPATBN DABRAH TIKGKAT II SIDOARJO 


DBffGAH RAHMAT TUHAB YAHG MAHA BSA 


BUPATI KBPALA DABRAH TIRGKAT II SIDOARJO 


Menimbang : a. 	bahwa berdasarkan dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Komor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah 
Tingkat , Il, telah ditetapkan Proyek Percontohan 
Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II dengan 
menunjuk 1 (satu) Kabupaten Daerah Tingkat II 
sebagai pilot proyek pada setiap Propinsi Daerah 
Tingkat I (di Jawa Timur telah ditunjuk 
Kabupaten Sidoarjo sebagai proyek percontohan 
Otonomi Daerah ) ; 

b. 	bahwa dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang 
nyata, dinamis dan bertanggung jawab, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 
dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka 
untuk melaksanakan urusan pemerintahan 
diserahkan menjadi urusan Rumah Tangga Daerah, 
Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Daerah ; 

c. 	Bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana 
dimaksud pada buruf a dan b Konsideran menimbano 
ini, maka dalam melaltsanakan urusan Pemerintahan 
di bidang Perkebunan, perlu membentuk kembali 
Susuna,n Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo, yang ketentuan- ketentuannya dituangkan 
dalam suatu Peraturan Daerah. 

Mengingat 1. 	Undang- undang Komor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Pemerintahan di Daerah ; 

. .. ···..s. 

·: ·· . 

http:SUSUNA.lf
http:KABUPATB.lf


' -	 2 

2. 	 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam ....

·t; 	 t:* Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
'1/t-• 

-~·\:. 	 juncto Undang-Undang Momor 2 tabun 1965 tentang.:~r A::';..'
'il·~5 	 ~w Perubahan Bataa Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
.-~~,: 
·~,·i f 	 Daerah Tingkat II Surabaya ; 

~\'\.·:. 
3. 	Peraturan Pemerintah Hornor 6 tahun 1988 tentang

' ' 
.'• ., 	 Koordinasi Kegiatan Instanai Vertikal di 

~·: 	 ··r 
.... 	 Daerah ; 

:,t~· 
< 
·?Ji 	

~j 
4. Peraturan Pemerintah Nornor 45 tahun 1992 tentang 

(': 	 "'':.': 

' 	 ;..~ Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik 
~ 

: 	
\ 
.; 

.. ,. berat pada Daerah Tingkat II ; 
•ii ...., 	 5. Peraturan Pemerintah Hornor •.•. tahun 1995~ 

~<.,~;.-

1 
; 	

tenta.ng ...................................... .
~~~~-
. }~ 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 4 tahun 

~:·., 	 }( 
·'·· 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan

:\t Uruaan-urusan dari Daerah Tingkat I Jtepada., 	 ·:::!;. 
.~· ·:>\ 	 Daerah Tingkat II ; 

7. 	Keputuaan Henteri Dalam lfegeri Nomor 39 tahun 
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ; 

8. 	Keputusan Menter i Dalam Negeri Nomor 84 tahun 
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan 
Paraturan Daerah Perubahan ; 

9. 	Keputusan Menteri Dalam Kegeri Nomor 97 tahun 
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah 
dan Wilayah ; 

10. 	Keputusan Henteri Dalarn Negeri Momor 105 tahun 
1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan 
Otonomi Daerah pada daerah Tingkat II ; 

11. 	 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 
1993 tentang petunjuk pelaksanaan Organisasi dan 

0 
' Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas 

Daerah Tingkat II. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sidoarjo, 

Menetapkan 


M B M U T U S K A N 

PBRATURAM DABRAH KABUPATBN DABRAH TIMGKAT II 
SIDOARJO TBNTANG SUSUHAft ORGAMISASI DAM TATA KBRJA 
DIMAS PBRKIBUNAK DAERAH KABUPATBN DABRAH TIMGKAT II 
SIDOARJO. 

.• ..{' . 
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B A B I 
KBTBNTUAJf UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakaud 
denoan: 
a. 	Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tinokat II 

Sidoarjo 
b. 	Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten 

Daerah T.tngkat II Sidoarjo ; 
c. 	Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah 

Tingkat II Sidoarjo ; 
d. 	Sekretaria Wilayah/Daerah, adalah Sekretaria 

Wilayah/Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
e. 	Dinaa Perkebunan Daerah, adalah Dinas Perkebunan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 
f. 	Kepala Dinas, adalah Kepala Dinaa Perkebunan 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo. 

:•'i. B A B II 

KBDUDU.KAM, TUGAS POKOK DAN fUlfGSI 


·' 	 Paaal 2 ._, 
. ~' 

:·· 

(1) 	Dinas Perkebunan Daerah, adalah Unsur 
Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Jtepala 
Dinas yang berada d.i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah ; 

(2) Dinaa Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksa­
nakan sebagian urusan rumab tangga (otonomi) _ 
Pemerintab Daerab dalam Bidang Perkebunan, 
melakaanakan tugas pembantuan yang diberikan 
oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tinokat I Jawa 
'l'imur ; 

C· 

(3) Untuk menyelenooarakan tugaa dimaksud pada 
ayat (2) Pasal ini, Dinas Perkebunan Daerah 
mempunyai fungai : 
a. perencanaan, yaitu segala usaha dan keoiatan 

,... pengumpulan data, penoolahan dan penyusunan 
rencana untuk melakaanakan tugas pokok ; 

b. 	pelaksanaan, yaitu aegala uaaha dan kegiatan 
untuk melaksanakan kebijakaanaan sesuai 
rencana yang ditetapkan ; 

c. 	pembinaan, yaitu seoala usaha dan kegiatan 
penyusunan kearah peningkatan produksi dan 
mutu basil perkebunan, perbaikan tata 
laksana dan pemasaran basil perkebunan ; 



.( 

' ' 

d. 	pengawasan, yaitu segala usaha kegiatan 
untuk melaksanakan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 

e. administrasi, yaitu seoala usaha dan 
kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawai­
an, perlengkapan dan keuangan ; 

f. 	koordinasi, yaitu segala usaha dan 
kebijaJtsanaan untuk mengadakan hubungan dan:· . . . 

kerja sama denoan Dinas dan Instansi lain, 
<~. guna kelancaran pelaksanaan tugasnya.
"/.. 
•\ 

B A B III 

SUSUNAN ORGANISASI 


Pasal 3 

(1) Susunan Oroanisasi Dinas Perkebunan Daerah 
~: ... :• . terdiri dari : 

~ ·. ' . '· ·'· 

a. Kepala Dinas ; 
b. 	Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 

1) Urusan Perencanaan 
2 ) ·Urusan keuanoan ; 
3) Urusan Umum ; 

c. 	Seksi Produksi terdiri dari : 
1) Sub Seksi Budi daya ; 
2) Sub Seksi Perlindunoan Tanaman ; 
3) Sub Seksi Pengembangan 

d. 	Beksi Penyuluhan terdiri dari : 
1) Sub Seksi Tata penyulunan ; 
2) Sub Seksi Kelembaoaan, tenaoa dan Sarana 

e. 	Seks.i Usaha tani terdiri dari 
1) Sub Seksi Perizinan ; 
2) Bub SeJtsi Sumber Daya ; 
3) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) 	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan 
.Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan 
Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

B A B IV 

TATA KBRJA 


Pasal 4 
:. '· .. .~ 


. . . .' • ; i ~ 


(1) 	Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas 
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ; 
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas 
/ 

... wajib menerapkan prinsip koordinansi,~" 
_ 

; 

; 	

inter9ras1 dan sinltronisasi secara vertiltal dap
' 

<, horisontal baik dalam linqkungan Pemerintah 
., Daerah maupun dengan Inatansi lain sesuai 

dengan bidang tugasnya ; 

(3) 	Dalam melaltsanakan tugas Dinas Perkebunan 
Daerab secara teknis administrasi berada di 
bawah koordinasi Seltretaris Wilayah/Daerah ; 

(4) 	Setiap pimpinan satuan organisasi dalam 
linqkungan Dinas Perkebunan Daerah, wajib 
memimpin, mengawasi, meJRberikan bimbinqan dan 
petunjuk baqi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing. 

B A B V 

PBMGAMGKATAN DAN PEMBERHENTIAM 


PBHBGAMG JABATAN 


Pasal 5 

(1) 	Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala ' Daerah setelah mendapat persetujuan dari 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 

(2) 	Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala 
Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul 
Kepala Dinas ; 

(3) 	Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian 
Dinas akan diatur tersendiri sesuai Peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PBMBIAYAAN 

Pasal 6 

Segala biaya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan tugaa Dinas Perkebunan Daerah 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

· _........ :;· 	 Kegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten Daerab 
Tingkat I Sidoarjo. 

--~---

:-.; 
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BAB VII 
KBTENTUA-11 PBMUTUP 

Pasal 7 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sidoarjo Momor 27 tahun 1991, dinyatakan dicabut 
dan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputuaan Kepala Daerah. 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padaC> 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan penqundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

) 

;:Bftl!fiJPI.e~ DABlWf TDtGKAT II 
DOARJO 

:.lii:Piillilt'J}W WYAT DAERAH 
tlll\.fti~lT II IDOARJO 

0 _ 

·., · '· 

: ·.., ··j 
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PENJELASAM 
PERATURAN DABRAB KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I SIDOARJO 

NOMOR 2 TAHUN 1995 
TBNTANG 


SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DIMAS PERKEBUNAN DABRAB 

KABUPATEM DAERAH TINGKAT II SIDOARJO 


I. PlUfJBLASAlf 	 UMUM 

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 11 Undang- undang Nomor 5 tabun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintaban di Daerab, peletakan titik berat Otonomi Daerah 
adalab pada Daerah Tingkat II . 
Titik berat Otonomi Daarab pada Daerab Tingkat II dilaksana­
kan dengan penyerahan sebagai an urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah dan atau Daerab Ti ngkat I kepada Daerah Tingkat II 
secara bertahab dan berkelanjutan. Penyerahan urusan 
Pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada 
akbirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebihc 	 banyak menyangkut bidang parnbinaan dan kebijaksanaan 
pelaksanaan, sedang urusan Rumab Tangga Daerah Tingkat II 
akan menyangkut l ebi h banyak aspek pelaksanaan. 

Bahwa untuk mewu j udkan Otonomi Daerah yang nyata dan 
bertanggung j awab , dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 105 t ahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek 
Percontohan Ot onomi Daerab pada Daerah Tingkat II, telah 
di tetapkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo 
sebagai Pilot Proyek Percont ohan Pelaksnaan Otonomi Daerah 
Tingkat II. 

c 

Sehubungan dengan penyeraban sebagian urusan dari 
Pemerintah Propi nsi Daerab Ti ngkat I Jawa Timur dalam bidano 
Perkebunan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Propi nsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 
Momor 5 tahun 1989, maka untuk mewujudkan titi k berat ekonomi 
di Kabupaten Daerah Tingkat I I Sidoarjo secara berdaya guna 
dan berhasil guna dari salah satu program pembanounan yaitu 
Bidang Perkebunan Daer ah perlu membentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Di nas Perkebunan Daerah Kabupat$n Daerah 
Tinqkat II Sidoarjo yang ketentuan- ketentuannya dicantumkan 
dalam suatu Peraturan Daerah . 

II. PBifJILASM 	PASAL DEMI PASAL. : 

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas. 

-------oooOooo- --- -- ­


